SALINAN

BUPATI KARAN GANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

o PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

o _Ménirijba;‘ig

B Mehging’at -

- NOMOR 5 TAHUN 2019
o ~ TENTANG .
PENYELENGGARAAN IBADAH I-IAJI N

- DENGAN R_AHMAT TU‘H‘AN YANG MAHA ESA e
BUPATI KARANGANYAR,

':'Ef‘bvahwa 'f.il,llntuk’ ‘;melaksanakan’  ketentuan Pasal 35
L »Undang Undang Nornor 13 Tahun - 2008 'tént'ang .
o Penyelenggaraan Ibadah Ha_u perlu membentuk Peraturan

_Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

:’  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
'Republik Indonesia Tahun 1945, |
2.",'Undang—Undahg‘ Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten d1 Llngkungan-

_ Provinsi Jawa ’I‘engah o . _} |
3. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2008 tcnténg :
,Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran ‘Negara :

| v'chubhk Indonesxa Tahun 2008 ‘Nomor 60, Tambahan

" Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4845)

sebagalmana telah diubah dengan. Undang Undang

Nomor 34 'I‘ahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Penggant1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2009 tentang Pcrubahan atas Undang— Undang Nomor

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji -

'menjadx Undang—Undang (Lembaran Negara Repubhk -

B Indonesm Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan '

‘ v Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 5061),‘ -
a4, Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang'
B Pemermtahan Daerah (Lembaran ‘Negara 'Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

' V,Lembaran Negara Repubhk Indonesaa Nomor 5587),




sebagaimana telah diubah beberapa kali - terakhir
dengan Uhdang-Undang NAomor 9 Tahunf 2015 vt'evr'xtang |

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 :
Tahun 2014 tentang Pemerintahan'Daerah (Lembaran
Negara Republik IndoneSia Tahun 2015 Nomor S8,

Tarnbahan Lembaran Negara chubhk Indonesia Nomor > -
5679L - S v
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahunuj2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Ha_]l (Lembaran

- Negara Republlk Indonema Tahun 2012 Nomor 186, |

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor

5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

N Ménepapkan

dan -
= 'BUPATI K_ARANGANYAR |

MEMUTUSKAN

. PERATURAN DAERAH ’I‘ENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI

| . BABI
- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

Pemerintah Daerah adalah Bupatl sebagai Linsur

penyelenggara pemermtahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerlntahan yang menjadl
kewenangan Daerah otonom.

‘Bupati adalah Bupatl Karanganyar ’ ‘

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemermtahan ‘Daerah yang
beftanggung jawab tcfhadap “pelaks'énaan v'tugas

pemerintahan di bid}ang tertentu di Daerah.



_Ibadah ‘Haji adalah ‘rukun Islam kehma yang
: merupakan kewa_]lban sekall seumur hldup bag1 setlap -
- orang Islam yang mampu menunalkannya
‘Jemaah Ha_u adalah _]emaah ha_]1 daerah | :
Penyelenggaraan Ibadah Ha_]l adalah - rangkaianf :
”keglatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang
“mehputl pembmaan, pelayanan dan perhndurxganv
' Jemaah hajl yag dlselenggarakan “oleh Pemermtah
“Daerah. | | B

}Panltla Penyelenggara Ibadah Ha_]l Daerah 'yang"—

selanjutnya dlsmgkat PPIHd adalah petugas Haji yang

. ‘fmembenkan pemblnaan, pelayanan dan perhndungan :

-10.

11,

12,

- 13,

14

kepada Jemaah Hap ‘selama masa operasional

penyelenggaraan Ibadah Haji _ ‘

‘:Txrn Pemandu Ha_u Daerah yang selanjutnya disingkat
Y'TPHD adalah petugas daerah yang menyertax Jemaah"
“haji ‘dalam} _ kelompok' - terbang - ~ yang bertugas.

memberikan 'pelayanan umum dan bimbingan ibadah.

'Tim Kesehatan Haji Daerah yé.ng selanjutny’a disingkat

'TKHD adalah petugas daerah yang menyertal jamaah

haji dalam kelompok terbang = yang bertugas:vv
memberlkan pelayanan kesehatan bagl Jemaah haji.

Petugas HaJ1 Daerah adalah petugas hajl yang‘

~d1tetapkan oleh Bupat1 untuk membantu pelayananf”

Jemaah hap dalam kelompok terbang, yang terdiri dari -
Tim . Pemandu Ha.]vl Daerah dan Tim Kesehatan Haji |

Daerah yang membantu’ tugas PPIHD ?selama 'masa""

,operasxonal penyelcnggaraan ibadah haji.

Embarka31 adalah tempat keberangkatan Jemaah ha_u |

ke Arab Saudi.

Debarka51 adalah fempat:kedatangan jemaah haji dari‘.‘
‘Arab Saudi. o " |

Transportas1 adalah pengangkutan yang dlscdlakan

bagi Jemaah Ha_]l dari Daerah ke Embarka31 dan/atau

dar1 Debarkasx ke Daerah



15 ' Biaya Transportasi Jemaah Haji . adélah biayé
transportam dari Daerah ke Embarka31 dan/ atau dari

Debarkasi ke Dacrah

BAB n o
MAKSUD DAN TUJUAN |

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dttetapkan dengan rnaksud

sebagai pedoman bag1 penyelenggaraan Ibadah Hap d1
- Daerah, ' o - A
2) Peravturanv vDaerahA }in>i ditetapkah dengan tujuén untuk
'~ meningkatkan pelayanéﬁ‘ bagi Jemaah Haji di Daerah
agar dalam pelaksanaannya ber_]alan aman, tertib dan
lancar. - ‘

BAB I
RUANG LINGKUP

| ’Pasal 3 A
() Penyelenggaraan Ibadah Hajl yang‘. diatur dalam
o _ Peraturan Daerah ini mehpuu o o
a. Pelayanan penyelenggaraan”lbadah'_Haji di Daerah;
b. pelayanan trar'is‘portas'i’ Jemaah Haji dari Daerah ke
Embarkasi dan dari Debarkam ke daerah

o (2) Penyelenggaraan Ibadah Ha_u sebagalmana dxmaksud

~pada ayat (1) huruf b harus memperhatlkan aspek
keamanan kenyarnanan, dan kemudahan Jemaah Haji

: beserta barang bawaannya

:  BAB IV . .
PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI :

. Bagiai} 'KeAsa'tuv,
. PPIHD

, ‘ Pasal 4 |
(1) Bupati membentuk PPIHD yang melibatkan unsur
I Pemermtah Daerah Kantor Kementerlan Agama dan

unsur terkaxt lamnya



2

@

B
N - Pasal 4 ayat (4) terdm atas:

a. TPHD;dan

~ b. TKHD. S A .
Petugas Haji- Daerah sébagéima’na dimaksud pada ayat

o | @

@

(4)

PPIHD sebagalmana dlmaksud pada ayat- (1)
dltetapkan dengan Keputusan Bupati.

PPIHD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) bertugas |
untuk  melakukan p}embmaan, pelayanan  dan

~perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi
' pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah. v
PPIHD dalam melaksanakan tugas sebagauhana :
dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Petugas Haji

Daerah yang menyertal Jemaah Hap selama

-~ pelaksanaan Ibadah Ha_u
(5

Dalam melaksanakan tugasnya, PPII—ID sebagaxmana _
dimaksud pada ayat (1) bertanggung Jawab kepada , |

" Bupati.

"Ba-g‘ian Kedua
Petugas Haji Daerah

~Pasal 5 »
Petugas Ha_]l Daerah sebagalmana dlmaksud dalam

(1) harus memenuhi vvperéyaratah‘ ‘k'ompete'nsi,
pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan

melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. - | |

Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud“p‘ada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ’
Hasil penetapan Petugas I-Ia31 Daerah sebagalmana
dimaksud pada ayat (3): dlusulkan kepada Gubernur

‘. untukmcmperoleh porsi Ftahun keberangkatan.

. Bvagiar; Ketiga_ - o
" Koordinasi =

B Pasal 6

Bupati berkoo_fdinasi dengan pim:pinan  instansi -
- vertikal/instansi terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji
 di Daerah. ' '



1y

Pelayanan transporta51 Jemaah Haji sebagalmana'

@

Rt

| BAB v,
PELAKSANAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

Baglan Kesatu

‘Umum -

Pasal 7

:dlmaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf b menjadl
tanggung Jawab Pemerxntah Daerah.

Pelaksanaan pelayanan Transporta31 sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) dllakukan sesuai dengan

" Jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji

ke dan dari Arab Saudl

Bagian Kedua

‘Pelaksanaan

Pasal 8

Pelayanan Transporta31 ‘Jemaah Hajl dl Daerah
* sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

_dllakukan oleh pelaksana Transporta31 Jemaah Haji

yang d1tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang—undangan dengan mempertlmbangkan

| aspek keamanan, keselamatan kenyamanan, dan

(2)

(1)

, eﬁ81en31.

Pelayanan Transporasi Jemaah Haji ‘di daerah
sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) berupa moda

transportam darat.

| Pasal 9 v |

Penetapan pelaksana Transporta31 Jemaah Hajl dx}

- Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

dltuangkan dalarn perjanjxan yang pahng -sedikit
memuat: | -
a. hak dan kewajlban para plhak

b. spe31ﬁka31 alat angkut '




~c. kapasitas pen'u’mpaﬂgy,v

E d blaya angkutan dan

e jangka waktu

2

:“'Ketentuan - mengenai -~ mekanisme penetapan

pelaksanaan Transporta31 Jemaah Haji sebagalmana

dlmaksud pada ayat (1) rnengacu pada Peraturan

| perundang—undangan tentang pengadaan barang/ jasa
- pemerintah. - ' ’

 BABVI
- PEMBIAYAAN'

 Bagian _Késatli

Umum

Pasal 10

(1) Blaya Pelayanan Jemaah ~ Haji- di -D'zierah- menjadi

tanggung jawab Pemermtah Daerah

(2) Biaya Pelayanan Jemaah Hap sebagalmana dlmaksud

pada ayat (1) terd1r1 atas:

a. blaya Transporta51 Jemaah Ha_]l di Daerah dan

b. biaya Operasional Jemaah Haji di Daerah.

Pasal 1 1

| “"Selam Blaya Pelayanan Jemaah Haji sebagalmana dlmaksud

~dalam Pasal 10, Pemerlntah Daerah dapat menentukan

" jenis biaya ‘Pemeriksaan Keschatan.

" Pasal 12

(1) Blaya Pelayanan Jemaah Hajl di Daerah sebagaimana

-_d1maksud dalam Pasal 10 dan blaya Pemeriksaan

@

kesehatan sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 11
dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. : .
Biaya. sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) dlkelola

‘sesuai -~ dengan keten_tuan peraturan perundang-

“undangan.



‘Bagian Kedua"lbv-’. o

Biaya Transportasi Jemaah Haji

Pasal 13

( 1) Blaya Transporta51 Jemaah Ha_]1 di Daerah sebagaunana

 dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdm dar1

a.
b.

c.
d.

biaya sewa moda transporta51 darat

biaya petugas ‘pengawalan  dan pengarhahan
perjalanan - : : o .
biaya pengangkutan barang dan upah buruh dan

blaya konsumm selama perjalanan

(2) Standar “satuan harga untuk masmg rnasmg blaya

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan dengan

Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

Baglan Ketlga

Blaya Operasmnal

_Pasal 14

(L) B1aya operasmnal sebagaxmana dunaksud dalam Pasal
10 ayat (2) huruf b terdiri dan ' ’

a.

» blaya operasmnal untuk penyelenggaraan 1badah hajl
j,jdl Daerah; dan '

biaya operaswnal bag1 PPIHD dan Petugas Hajx

: Daerah

  (2) Di sampmg b1aya operasmnal sebagalmana dlmaksud '

pada ayat (1) Pemerlntah Daerah dapat memberlkan

bantuan atr1but Jemaah Hajl d1 Daerah.

- (3) Atribut Jemaah Haji sebagalmana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berupa atribut yang bercorak khas Daerah

~ bagi setiap Jemaah Hajx di Daerah,

| (4) Biaya operasmnal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.



- BABVI
PELAPORAN

- ~ Pasall5 o
Perangkat Daerah sebégaimana dimaksud dalam Paéal 4
ayat (1) harus menyampaikan 1aporan pertanggungjawaban
kepada Bupé_lti sesuai ”'dengan ~ketentuan peraturan
perundang-undangan. S - -

 BABVIII
KETENTUAN PENUTUP

» | | Pasal 16 v v
Peraturan Darah ini = mulai - betlaku pada tanggal
diundangkan. o ' ’ .

Agar” setiap orang m-engetahuinya »meme‘rintahkan
pengundangan = Peraturan  Daerah  ini .  dengan -
~penempatannya dalam Lembaran  Daerah Kabupaten

Karanganyar.

B _> Ditetapkan’di Karanganyar
~ pada tanggal 6 Februari 2019
'BUPATI KARANGANYAR,
S
|  JULIYATMONO
' ‘Diundangkar‘l di KaranganYar ‘ '
' pada tanggal 14 Februari 2019 | | |
' Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, -
otd | R
SUTARNO
'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 5
' NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR =




PENJELASAN
© ATAS .
PERA’I‘URAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR .'
'NOMOR 5 TAHUN 2019
'~ TENTANG - |
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

: UMUM

Ibadah Haji merupakan Rukun Islam yang kehma yang wayb’

dltunalkan oleh setiap muslim yang mampu secara lahir dan batin. -

Penyelenggaraan ibadah haiji menJadl tanggung Jawab Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dengan | memberxkan peIayanan administrasi,
kesehatan akomodasx dan transporta31 guna menunjang pelaksanaan
ibadah haji. c S |
: vPasal> 35 Undahg#Undang "Nornorr 13 Tahun 2008‘ tentang
v Penyélenggafaan Ibadah haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
-Pengganu Undang—Undang Nornor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
‘Undang-Undang Nomor 13 “Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji menjadi Undang-Undang, - menegaskan = bahwa kebijakan
penyelenggaraan transportas1 ibadah haji dari daerah asal ke embarkasti
‘dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung Jawab
Pemerintah Daerah ‘melalui pembentukan Peraturan Daerah o
~ Penyediaan transporta31 Jemaah Ha_)l dari daerah asal ke
embarka31 dan/ atau dari debarka31 ke daerah asal memlhkl maksud dan
tujuan untuk memberikan = kelancaran, ketertlban, kemudahan,
kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagl ]amaah haji.
Berdasarkan hal tersebut, maka dlsusunlah Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar tentang Penyelenggaraan Ibadah Ha_]l sebaga1 pedoman dan
arahan penyelenggaraan bantuan transportasi. bagl Jamaah ha_]l
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagalmana telah diubah

o dcngan Undang—Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan

Peraturan Pemermtah Pengganti Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2009
.tentang Perubahan atas Undang~Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Hajl menjadl Undang~Undang



,11.'

Pasal 4

'»Pasal 12

. PASAL DEMI PASAL
S Pasal 10

Cukup jelas.

: Paseil 2

Cukup jelas.

B Pasal 3

Cukup Jelas

- Ayat (1) | V
Yang dlmaksud dengan “Kantor Kementerlan Agama adalah
-Kantor Kementenan Agama di Daerah ,
Yang dimaksud dengan unsur terkait Iamnya antara lain
R Kepohs1an Tentara Nasional Indonesua dan kantor i imigrasi.
| 'Ayat @) |
f Cukup Jelas.,' -
Ayat (3) o
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5) |
Cukup Jelas.
Pasal S ‘
Cukup jelas.
Pasal 6 - L ,
Yang dimaksﬁd, dengan “instansi terkait lainnya” antara lain
Kantor Imigrasi, Kepolisié’n dan Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 7 T A o R
Cukup Jelas.
Pasal 8 .
Cukup Jelas.
Pasal 9
- Cukup Jelas.
Pasal 10 |
Cukup J elas.
Pasal 11
- Cukup Jelas.

Cukup J elas.



- Pasal 13 |
N Ayat (1)
Hurufa
. Cukup Jelas.
Huruf b o
Cukup Jelas. -
Huruf ¢ -
‘ Cukup Jelas.
Huruf d - | | R -
Yang dimaksud dengan “biaya konsumsi selama berjalaﬁan” v
adalah konsumsi Jemaah ‘Haji untuk ‘perjalanan dari
daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
 Ayat (2) c " |
Cukup Jelas.
Pasal 14
| Cukup Je{as.
Pasal 15 -
Cukup Jelas. .
Pasal 16
Cukup Jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
" NOMOR99 o :



